BAB 1V
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

4.1 Tinjauan Organisasi
4.1.1 Scjarah Singkat Organisasi

Kabupaten Bangka ‘Tengah dibentuk berdasarkan  Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Bangka Sclatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan
Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulavan Bangka Belitung dan
dircsmikan pada tanggal 24 Mei 2003 olch Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia dan sckaligus pelantikan Pejabat Bupati Bangka Tengah serta
merupakan hari jadi, lahir dan berdirinya Kabupaten Bangka Tengah sebagai
salah satu kabupaten di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah terbentuknya Kabupaten Bangka Tengah dilanjutkan dengan
Pembuatan Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka
Tengah Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Dacrah Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Dacrah Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan
penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah, dimana disebutkan bahwa telah dibentuk Lembaga Teknis
Daerah yaitu Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah satu
elemen pokok dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah
pengelolaan keuangan dacrah. Kewenangan pengelolaan keuangan daerah
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
uangan Antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah.

tentang Perimbangan Ke
Selain itu dalam rangka pengelolaan keuangan daerah terlebih dahulu telah
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diterbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan
Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pada dasarnya landasan pemikiran diterbitkannya peraturan perundang-
undangan tentang pengelolaan kcuangan daerah adalah terselenggaranya
pengelolaan kcuangan dacrah sccara efektilf dan efisien dengan melandasi
pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pilar transparansi,
akuntabilitas dan partisipatif. OLeh karena itu landasan umum pengelolaan
keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) adalah keuangan daerah
dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, ekonomis,
lan,

efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadi

kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

4.1.2 Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asct

Daerah Berdasarkan Perbup Nomor 16 Tahun 2009 adalah sebagaimana terlampir

berikut ini :
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Berikut ini adaloh penjelasan sccara garis besar mengenai masing -
masing fungsi dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asct Dacrah
Kabupaten Bangka Tengah merupakan suatu lembaga pemerintahan yang
berkedudukan scbagai unsur peluksana Otonomi Daerah Kabupaten Bangka
Tengah yang dipimpin olch scorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sckretaris Dacrah.

Berdasarkan Perbup Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kcuangan dan Aset Daerah  dan
berdasarkan Perda nomor 40 tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas perda
nomor 25 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga
tcknis dacrah Kabupaten Bangka Tengah,

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah mempunyai
tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dacrah
dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah.

Adapaun fungsi adalah Merumusankan kebijakan teknis di bidang
Pendapatan, Pengelolaan Kcuangan dan Aset Daerah, Menyelenggaraankan
urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah, Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Melaksanakan fungsi
Bendaharawan Umum Daerah (BUD) dan Sebagai Bendahara Umum Daerah
adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang
berwenang untuk Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD,
Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD, Memberikan  petunjuk  teknis
pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah, Melaksanakan
pemungutan pajak daerah, Menetapkan Surat Penyediaan Dana, Menyiapkan
pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama penerintah daerah,
Melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, Menyajikan
informasi keuangan daerah, Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan
serta penghapusan barang milik daerah dan melaksanaan tugas lain yang diberikan

oleh Bupati sesuai dengan lingkup dan tugasnya.
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Berikut ini adalah penjelasan dari tugas dan fungsi sesuai dengan struktur

organisasi Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asct Dacruh

Kcepala Dinas;

Kepala Dinas  mempunyai  tugas memimpin, mengatur, membina,

mengendalikan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kceuangan dan Asct Dacrah sesuai dengan

kewenangannya.

Sckretariat;

Sckretariat Dinas mempunyai tugas sebagai :

1. Mengkoordinasikan penyclenggaraan tugas DPPKAD dan memberikan
pelayanan administrasi kepada bidang — bidang di lingkungan DPPKAD;

2. Menyusun rencana program kerja dan anggaran belanja DPPKAD;

3. Menyelenggarakan urusan tata usaha kantor, rumah tangga/ perlengkapan
dan urusan kepegawaian di lingkungan DPPKAD;

4. Menyusun data, cvaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program
kerja serta penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan DPPKAD;

5. Mengendalikan, mengevaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja dinas

dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pengawas

fungsional;

6. Mengelola urusan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan,
perlengkapan dan rumah tangga;

7. Mengelola urusan surat menyurat, protokol, hubungan masyarakat dan
pembu'atan laporan;

Bidang Pendapatan;

Bidang Pendapatan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;

2. Melaksanakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;

3. Melaksanakan fasilitasi, supervise, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
retribusi daerah;

4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah;

5. Mengevaluasi raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya;
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6.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Menyusun kebijakan teknis di bidang pendapatan dacrah yang terdiri dari
pendapatan asli dacrah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan dacrah
yang sah;

Menyusun rancangan peraturan dacrah tentang pajak dan retribusi daerah;

. Mclaksanakan pemungutan pajak  dacrah sesuai dengan sistem  dan

proscdur administrasi  pendapatan  asli  dacrah yang dimulai  dari
pendataan/pendaflaran, penctapan, pembukuan, penagihan, pemeriksaan
dan pertimbangan keberatan;

Mengkoordinasikan dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan
dacrah yang terdiri dari pajak dacrah, retribusi daerah dan pendapatan asli
daerah lainnya;

Merencanakan penetapan besarnya target penerimaan daerah;

Menyusun strategi serta kebijakan pemungutan pajak daerah, retribusi
daerah dan pendapatan asli dacrah lainnya;

Mengendalikan kebijakan, strategi sistem dan prosedur serta administrasi
pendapatan dacrah;

Mengembangkan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;

Menyusun rencana dan program penyelenggaraan manajemen tata usaha
bagi hasil PBB, BPHTB, PPh dan bagi Hasil bukan pajak/SDA, Dana
Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;

Melaksanakan pengendalian dan pengelolaan pendapatan daerah yang
bersumber dari bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Bidang Penganggaran dan Kebijakan Keuangan Daerah
Bidang Penganggaran dan Kebijakan Keuangan Daerah mempunyai tugas

sebagai berikut :

1.

Membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan

pengelolaan Keuangan Daerah;
Melaksanakan perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan

daerah;
Melaksanakan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai

dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah;
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6.

10.

1.

12

3.

14.

15.

Menyiapkan kebijokan dan pedoman pelaksanaan APBD;
Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan Kebijakan Umum
APBD dan perubahan APBD scrta perubahan Kebijakan Umum APBD
dan perubahan APBD;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan Prioritas dan Plafond
Anggaran Sementara beserta perubahannya;

Mengkoordinasikan  dan  melaksanakan  penyusunan  APBD - dan
perubahan APBD;

Mengumpulkan bahan dan mengolah data pengesahan Kebijakan Umum
APBD dan Kebijakan Umum Perubahan APBD;

Mengendalikan dan menyiapkan bahan serta Dokumen pelaksanaan
APBD;

Menyiapan bahan-bahan dalam rangka pengesahan Dokumen
Pclaksanaan Anggaran (DPA);

Menyiapan bahan-bahan dalam rangka penetapan Surat Penyediaan Dana
(SPD);

Mengumpulkan bahan dan mengolah data penyusunan Anggaran kas;
Menyiapan bahan-bahan dalam rangka pergeseran anggaran;
Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam bidang
tugasnya;

Membina staf yang ada dibawahnya.

Bidang Akuntansi dan perbendaharaan;

Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan mempunyai tugas untuk :

1.

Membantu kepala dinas dalam menyiapkan bahan-bahan dalam rangka
perumusan dan petunjuk teknis di bidang perbendaharaan;

Menyiapkan petunjuk teknis dan konsep-konsep peraturan daerah dalam
rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;

Menyiapkan Surat Penyediaan Dana ( SPD );

Menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka
penerbitan SP2D;
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Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank

atau Lembaga Keuangan lainnya yang telab ditunjuk;

6. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan manajemen kas;

7. Melaksanakan rckonsiliasi baik dengan SKPD maupun dengan bank;

8. Meclaksanakan sistem akuntansi kcuangan dacrah;

9. Melakukan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Dacrah dalam
rangka pertanggungjawaban keuangan dacrah;

10. Pelaksanaan tata usaha keuangan dacrah;

11. Melaksanakan penyiapan bahan-bahan dalam rangka melakukan
pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggara atas
beban rekening Kas Umum Daerah;

12. Menyusun dan merumuskan kebijakan serta pengumpulan bahan-bahan
dalam rangka pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama
Pemerintah Dacrah;

13. Melaksanakan dan menyusun sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah dalam rangka pertanggungjawaban keuangan daerah;

14. Mengumpulkan dan menyusun laporan keuangan daerah;

15. Mengelola administrasi keuangan dacrah.

Bidang Aset Daerah;

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

L

wos W N

Melaksanakan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah;
Mengelola investasi dan aset daerah;

Melaksanakan pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah;
Melaksanakan fasilitasi pengelolaan aset daerah;

Melaksanakan perumusan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi
teknis di bidang pengelolaan data aset daerah;

Melaksanakan pengembangan sistem informasi manajemen data aset

daerah;
Melaksanakan penyusunan rencana dan program dibidang data aset

daerah;
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8.  Mengatur pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan aset dacrah dan
data asct dacrah;

9. Mclaksanakan perencannan kebutuhan dan inventarisasi, pengadaan,
distribusi dan pemeliharnan serta penyimpanan dan penghapusan aset
dacrah;

10. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam
bidang tugasnya;

11. Membina staf yang ada dibawahnya.

12. Membantu kepala dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan

pengelolaan data aset dacrah.

4.2 Uraian Prosedur
Prosedur yang dilakukan dalam Sistem Informasi Manajemen
Pendapatan Asli Daerah pada Dinas PPKD khususnya bidang pendapatan adalah
scbagai berikut
a. Penginputan Data Pendaflaran Wajib Pajak/Retribusi
Calon wajib pajak datang ke kantor Dinas PPKD di bidang
pendapatan untuk melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir surat
pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) sebagai wajib pajak baru. Selanjutnya
diserahkan kembali kepada petugas untuk diinput dan kemudian petugas
pendataan menerbitkan kartu nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD) dan
menyerahkannya kepada wajib pajak, sementara SPTPD diserahkan ke
bagian penetapan untuk dihitung dan ditetapkan jumlah pajaknya.

b. Pendataan Jenis Pajak
Kepala Dinas menyerahkan data jenis pajak yang harus diinput
kepada bidang pendapatan, selanjutnya bidang pendapatan serahkan data
jenis pajak untuk dilakukan proses pendataan jenis pajak oleh bidang

pendataan.
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¢.  Penginputan dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dacrah (SK/D)
Selanjutnya petugas penctapan menginput data pajuk yang akan
dihitung dan ditetapakan untuk diterbitkan surat ketetapan pajak dacrah
(SKPD). sclanjutnya SKPD yang sudah divalidasi olch Kepala Sckasi
Pendataan dan Penctapan dan ditandatangani olch kepala dinas diserahkan ke
bagion penagihan untuk diserahkan kepada wajib pajak untuk  scgera

membayar pajak.

d. Pembayaran dan Pencrbitan Surat Setoran Pajak Dacrah (SSPD)
Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak dengan menunjukan surat
sctoran pajak daerah (SKPD) kepada bendahara penerima untuk diinput dan
diterbitkan surat setoran pajak daerah (SSPD).

e. Penagihan Pajak Terhutang
Penagihan dilakukan setelah 30 (tiga puluh) hari dari tanggal awal

periode masa pajak. Dan apabila wajib pajak belum juga melunasi piutang
pajaknya, maka petugas penagihan akan mengeluarkan surat penagihan pajak
yang akan diberikan kepada wajib pajak.

f. Pembuatan Laporan Pajak
Laporan dibuat oleh bagian pelaporan berdasarkan hasil pendapatan

pajak yang dicapai dan kemudian diserahkan kepada Dinas PPKAD serta
ke Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan.

4.3 Analisa Proses
Analisa proses dalam Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli

Daerah pada Dinas PPKD khususnya bidang pendapatan dalam activity diagram
sebagai berikut:
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a.  Activity Diagram Penginputan Data Pendaflaran Wajib Pajak

CALON wr ; BAGIAN PENDATAAN
¢
J
/Tl formiull pendafiaran ™
o SPIRD Y
/" Serahkan formdir Terima formulir pendaftaran \.‘
K pendaftaran SPTPD | SPTPD )
| {
Input data pmdaﬁalan
{ SPTPD ]
._!,
Cetak Kartu
. NPWRD /
| |
v
Terimakartu /Serahkan kartu
NPWRD /< \_  NPWRD
|
I '
£
O) |
i
Gambar 4.2

Activity Diagram Penginputan Data Pendaftaran Wajib Pajak
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b. Activity Diagram Pendataan Jenis Pajak

i |
® |
: |
 Suabbion dota Yo dola |
\ s 1 jeapusk ) j
I
I

( unhk dlskukanpendatsan | | ¢ pejak untuk didale

fania pajok

Gambar 4.3

Activity Diagram Pendataan Jenis Pajak
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¢.  Activity Dingram Penginputan dan penerbitan surat ketetapan pajak dacrah
(SKPrD)

TR Y . L L T A, BAnia P4 RS
., | I
| e
| Dts sk lorghap | [ Outa erghap)
N odaaddas®, | Kndanusl dota Mg eyt
Wb leghay P et eghap -
e = >
— I Terwra GIPD
: ? \ Ll gt )
| ‘_‘m- e 'Wlﬁ‘
| Grmpan
@
Gambar 4.4
Activity Diagram Penginputan dan penerbitan surat ketetapan pajak daerah
(SKPD)




d. Activity Diagram Pcmbayaran dan penerbitan surat sctoran pajak dacrah

(SSPD)

WAJIB PAJAK

\f
< Serahkan SKPD dan
K pembay aran

_

[ TemasSPO N\

1

\’_x

®

AEMDAHARA PENERIMAAN

/" Terima SKPD dan ™\
> pembayaran )

\\

("ﬁm;'ﬁw&a’f\

O
i '
| li_pgnaab_lud;k d‘rndal
WY )
/T“m!_.._,“ _.._.\ i“
{ b o B -
\!
/"Cetak SSPD
| &)
|
Py — Serahkan
N\ SSP07
|
Gambar 4.5

Activity Diagram Pembayaran dan penerbitan surat setoran pajak daerah

(SSPD)
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C.

Activity Diagram Penagihan Pajak Terhutang

i
Semindda WP . T

Gambar 4.6
Activity Diagram Penagihan Pajak Terhutang
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f.  Activity Diagram Pembuatan Laporan

® | |
_ Wilnam \ i
Cetak Laporan N |
Serahkan N\ | ARG
Lapormn ! ' 2 )
| | Tedmalasporan -
: &
Gambar 4.7

Activity Diagram Pembuatan Kartu Inventaris
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4.4 Analisa Keluaran Sistem Berjalan
Berisi mengenai gambaran keluaran yang dihasilkan oleh sistem yang
dianalisa, dimana setiap keluaran dapat dirinci sebagai berikut:

a.  Nama kcluaran . SKPD

Fungsi : Digunakan scbagai Dokumen surat ketetapan pajak
dacrah

Media : Kertas

Rangkap ¢ 2 (dua)

Distribusi : Wajib Pajak, Arsip

Frekuensi : Setiap terjadinya pendaflaran wajib pajak baru

Volume ¢ 10/bulan

Format : A-1

Keterangan : Berisi tentang data surat ketetapan pajak

Hasil analisa : Sudah cukup baik dan sesuai dengan informasi

b. Nama keluaran : NPWPD

Fungsi ¢ Untuk mengetahui nomor pokok wajib pajak daerah
Media : Kertas
Rangkap ¢ 2(dua)
Distribusi . Wajib Pajak, Arsip
Frekuensi : Setiap adanya pendafiaran wajib pajak baru
Volume : 10/bulan
Format 1 A=-2
Keterangan :  Berisi nomor pokok wajib pajak
Hasil analisa : Sudah cukup baik dan sesuai dengan informasi
c. Namakeluaran : SSPD
Fungsi : Digunakan sebagai dokumen surat setoran pajak
daerah
Media : Kertas
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Rangkap
Distribusi

Frekuensi

Volume
Format

Keterangan

Hasil analisa

Nama keluaran

Fungsi

Media
Rangkap
Distribusi
Frekuensi
Volume
Format

Keterangan

Hasil analisa

Nama keluaran

Fungsi

Media
Rangkap
Distribusi

Frekuensi

2 (dua)

Wajib Pajak, Arsip

Sctiop adanya setoran pembayaran pajak dari wajib
pajuk

100/bulan

A-3

Berisi jumlah sctoran yang harus dibayar olch wajib
pajak

Sudah cukup baik dan sesuai dengan informasi

SPTB

Digunakan sebagai dokumen surat penertiban tidak
bayar

Kertas

2 (dua)

Wajib Pajak, Arsip

Setiap adanya wajib pajak yang tidak bayar

100/bulan

A-4

Berisi data wajib pajak yang tidak melakukan
pembayaran pajak

. Sudah cukup baik dan sesuai dengan informasi

: Penagihan Pajak Terhutang

Digunakan sebagai dokumen untuk melakukan
tagihan kepada wajib pajak
Kertas

: 2 (dua)

Wajib Pajak, Arsip
Sctiap adanya tunggakan pembayaran pajak setelah
30 (tiga puluh) hari dari tanggal awal periode pajak

69



4.5

Volume
Format
Keterangan

Hasil analisa

Nama keluaran
lungsi

Media
Rangkap
Distribusi
Frekuensi
Volume
Format
Keterangan

Hasil analisa

30/bulan
A-5
Berisi data penagiban pajak terhutang

Sudah cukup baik dan sesuai dengan informasi

Laporan Pajak

Scbagai informasi rekap data pendapatan pajak dacrah
Kertas

1 (satu)

: Pegurus Barang

Setiap adanya permintaan Kepala Dinas
1/bulan
A-6

. Berisi data rekap pajak pendapatan daerah

Sudah cukup baik dan sesuai dengan informasi

Analisa Masukan Sistem Berjalan

Berisi mengenai gambaran masukan yang dihasilkan oleh sistem yang

dianalisa, dimana setiap masukan dapat dirinci sebagai berikut:

a.

Nama masukan
Sumber

Fungsi

Media
Rangkap
Frekuensi
Volume
Format
Keterangan

Hasil analisa

Data Wajib Pajak

:  Wajib Pajak

: Untuk mengetahui identitas data wajib pajak baru

Kertas
1 (satu)

: Setiap adanya pendataan wajib pajak baru

10/bulan

- B-1
. Berisi identitas wajib pajak baru
:  Sudah cukup baik dan sesuai dengan informasi
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b. Nama masukan

Sumber
Fungsi
Media
Rangkap
Frekuensi
Volume
Format
Keterangan

Hasil analisa

Nama masukan
Sumber

Fungsi

Media
Rangkap
Frekuensi
Volume
Format
Keterangan

Hasil analisa

Data Jenis Pajak

Kepala Dinas

Untuk mengetahui macam-macan jenis pajak
Kertas

1 (satu)

Setiap adanya pendataan jenis pajak baru
1/tahun

B-2

Berisi tentang kelerangan jenis-jenis pajak

Sudah cukup baik dan sesuai dengan informasi

SPTPD

Wajib Pajak

Sebagai informasi penawaran barang
Kertas

1 (satu)

Setiap adanya pendaftaran wajib pajak
10/bulan

B-3

Berisi tentang informasi data SPTPD

Sudah cukup baik dan sesuai dengan informasi

71



4.6 ldentifikasi Kebutuhan
Berdasarkan hasil analisa dan uraion umum mengenai sistem yang
sedang berjalan Pendapatan Asli Dacrah pada Dinas PPKD khususnya bidang
pendapatan, maka dapat diidentifikasi kekurangan yang ada, schingga pada sistem
yang diusulkan dibutuhkan;
a.  Kebutuhan : Entry Data Wajib Pajak
Masalah : Sebelumnya pendataan wajib pajak menggunakan
aplikasi Ms. Office sehingga data wajib pajak belum
terintegrasi.
Usulan : Disediakannya form emtry data wajib pajak yang
terintegrasi dan terkomputerisasi, sehingga data wajib

pajak dapat tersimpan dalam satu file database wajib

pajak.
b. Kebutuhan : Entry Jenis Pajak
Masalah . Sebelumnya proses pendataan jenis pajak tidak terdata

dengan baik karena hanya terarsip dalam lembaran
kertas.

Usulan . Disediakannya form entry data jenis pajak yang
terintegrasi dan terkomputerisasi, schingga data jenis

pajak tersimpan dalam satu file database jenis pajak.

¢. Kebutuhan : Entry SPTPD
Masalah : Sebelumnya pendataan SPTPD hanya dalam lembaran
kertas dan masih menggunakan aplikasi Ms. Office.
Usulan : Disediakannya form entry SPTPD yang terintegrasi
dan terkomputerisasi, sehingga data tersimpan dalam

satu file database SPTPD.
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g

Kebutuhan
Masalah

Usulan

Kebutuhan
Masalah

Usulan

Kebutuhan
Masalah

Usulan

Kebutuhan
Masalah

Usulan

Cetak NPWPD

Scebelumnya pembuatan NPWPD masib menggunakan
aplikasi Ms. Office.

Discdiakannya form cctakNPWPD yang terintegrasi
dan terkompulerisasi, schingga data  NPWPD

tersimpan dalam satu file database NPWPD,

Cetak SSPD

Scbelumnya pembuatan SSPD masih menggunakan
aplikasi Ms.Office.

Disediakannya form cetak SSPD yang terintegrasi dan

terkompulterisasi, schingga data SSPD tersimpan

dalam satu file database SSPD.

: Cetak Penagihan Pajak terhutang

Sebelumnya pembuatan penagihan pajak terhutang
masih menggunakan aplikasi Ms. Office.
Disediakannya form cetak penagihan pajak terhutang
yang terintegrasi dan terkomputerisasi, sehingga data
penagihanpajak terhutang tersimpan dalam satu file
database penagihan pajak terhutang.

: Cetak Laporan Realisasi

Sebelumnya pembuatan laporan realisasi masih
menggunakan aplikasi Ms.Office  yang sangat
memungkinkan  lamban dan  rumit  dalam
pengerjaanya.

Discdiakannya form cetak laporan realisasi, yang
terintegrasi dan terkomputerisasi, sehingga pembuatan

laporan realisasi dapat dilakukan dengan mudah dan
cepal.
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h.  Kebutuhan : Cetak Laporan Piutang
Masalah . Scbelumnya pembuatan laporan  piutang masih
menggunakan  aplikasi Ms.Office  yang  sangal
memungkinkan  lamban  dan rumit  dalam
pengerjaanya.
Usulan . Discdiakannya form cctak laporan piutang, yang
terintegrasi dan terkomputerisasi, schingga pembuatan

laporan pitang dapat dilakukan dengan mudah dan

cepat.
i. Kebutuhan : Cetak Laporan Pajak
Masalah . Sebelumnya pembuatan laporan pajak masih

menggunakan aplikasi Ms.Office  yang sangal
memungkinkan  lamban  dan  rumit  dalam
pengerjaanya.

Usulan . Disediakannya form cetak laporan realisasi, yang
terintegrasi dan terkomputerisasi, sehingga pembuatan
laporan realisasi dapat dilakukan dengan mudah dan

cepat.

4.7  Package Diagram

Sebuah use case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan
sistem. Use case diagram juga menjelaskan manfaat sistem jika dilihat menurut
pandangan orang yang berada diluar sistem (acfor) . Rancangan use case tersebut
dikelompokkan menggunakan package. Rancangan hasil analisa tersebut adalah

sebagai berikut :
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- m—

| Master | Transaksi r Laporan |
|
!
£ R A5 N e ]
Gambar 4.8
Package Diagram
4.8  Use Case Sistem Usulan
a. Use Case Diagram Package Master
O
 —
/ Entry Wajib Pajak Waiib Pajak
Q
L S
e O
Bidang Pendapatan g P
X
Entry Jenis Pajak Kepeki Dings

Gambar 4.9

Use Case Diagram Sistem Usulan Package Master
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b.  Use Case Diagram Package Transoksi

e

Entry SPTPD -

o T——

NN
B N i ™~ o ' i
N . Cetak SSPD L/ v
1 . Pl
AT, 7 =
N @ _) pd
. // 6
\ SPB &
\\ i a/, ____.—--' — - &
Q’"‘" Bagian Penagihan
Cetak Penagihan Pajak Terhutang
Gambar 4.10

Use Case Diagram Sistem Usulan Package Transaksi
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¢. Use Case Diagram Package Laporan

Coen

Cetak Laporan Roalisasi

\ ]

&P
Bidang Pendapatan - Cetak Laporan Piulang
@D

Cetak Laporan Pajak

Gambar 4.11

| }
Kepala Dinas

L,
|

Bagian Akuntansi dan
Perbendaharaan

Use Case Diagram Sistem Usulan Package Laporan

4.9  Deskripsi Use Case

a. UseCase : Entry Data Wajib Pajak

Actor : Bidang Pendapatan

Deskripsi

a) Bidang Pendapatan buka form entry data wajib pajak

b) Bidang Pendapatan input wajib pajak

¢) Bidang Pendapatan klik tombol simpan untuk menyimpan data wajib

pajak

d) Jika Bidang Pendapatan ingin mengubah data wajib pajak yang telah

diinput, pilih tombol ubah

e) Klik tombol hapus jika Bidang Pendapatan ingin menghapus data wajib

pajak yang tidak digunakan lagi

f) Klik tombol batal jika Bidang Pendapatan ingin membatalkan input

data wajib pajak

g) Dan jika Bidang Pendapatan ingin keluar dari form entry data wajib

pajak klik tombol keluar.
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Use Case  : Entry Jenis Pajak

Actor : Bidang Pendapatan

Deskripsi

1) Bidang Pendapatan buka form entry jenis pajok

2) Bidang Pendapatan input jenis pajak

3) Bidang Pendapatan klik tombol simpan untuk menyimpan input jenis
pajak

4) Jika Bidang Pendapatan ingin mengubah data jenis pajak, pilih tombol
ubah jika terjadi kesalahan dalam input data jenis pajak

5) Klik tombol hapus jika Bidang Pendapatan ingin menghapus data jenis
pajak yang tidak digunakan lagi

6) Klik tombol batal jika Bidang Pendapatan ingin membatalkan input
data jenis pajak

7) Dan jika Bidang Pendapatan ingin keluar dari form entry jenis pajak

klik tombol keluar.

Use Case : Entry SPTPD

Actor : Bidang Pendapatan

Deskripsi

1) Bidang Pendapatan buka form entry SPTPD

2) Bidang Pendapatan input data SPTPD

3) Bidang Pendapatan klik tombol cari untuk pilih data wajib pajak

4) Bidang Pendapatan klik tombol cari untuk memilih jenis pajak

5) Bidang Pendapatan Klik tombol simpan jika input SPTPD telah selesai

6) Klik tombol batal jika Bidang Pendapatan ingin membatalkan input
SPTPD

7) Dan jika Bidang Pendapatan ingin keluar dari form entry SPTPD klik

tombol keluar.
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Use Case  : Cclak NPWPD

Actor : Bidang Pendupatan

Deskripsi

1) Bidang Pendapatan buka form cclak NPWPD

2) Bidang Pendapatan input data NPWPD

3) Bidang Pendapatan klik tombol ari untuk memilih data SPTPD

4) Bidang Pendapatan klik tombol cetak untuk NPWPD

5) Klik tombol batal jika Bidang Pendapatan ingin membatalkan cetak
NPWPD

6) Danjika Bidang Pendapatan ingin keluar dari form cctak NPWPD klik

tombol keluar.

Use Case : Cetak SKPD

Actor . Bidang Pendapatan
Deskripsi
1) Bidang Pendapatan buka form cetak SKPD

2) Bidang Pendapatan input data SKPD

3) Bidang Pendapatan klik tombol cari untuk memilih data NPWPD

4) Bidang Pendapatan klik tombol cetak untuk mencetak SKPD

5) Klik tombol batal jika Bidang Pendapatan ingin membatalkan cetak
SKPD

6) Dan jika Bidang Pendapatan ingin keluar dari form cetak SKPD klik
tombol keluar.

Use Case : Cetak SSPD

Actor . Bidang Pendapatan

Deskripsi

1) Bidang Pendapatan buka form cetak SSPD

2) Bidang Pendapatan input data SSPD

3) Bidang Pendapatan klik tombol cari untuk memilih data SKPD

4) Bidang Pendapatan klik tombol cetak untuk mencetak SSPD
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5)

Klik tombol batal jika Bidang Pendapatan ingin membatalkan cetak
SSPD

6) Dan jika Bidang Pendapatan ingin keluar dari Jorm cectak SSPD  klik
tombol keluar

Use Case i Celak SPTB

Actor : Bidang Pendapatan

Deskripsi

1) Bidang Pendapatan buka form cetak SPTB

2) Bidang Pendapatan input data SPTB

3) Bidang Pendapatan klik tombol cari untuk memilih data SKPD

4) Bidang Pendapatan klik tombol cetak untuk mencetak SPTB

5) Klik tombol batal jika Bidang Pendapatan ingin membatalkan cetak
SPTB

6) Dan jika Bidang Pendapatan ingin keluar dari form cetak SPTB klik
tombol keluar

Use Case : Cetak Penagihan Pajak Terhutang

Actor : Bidang Pendapatan

Deskripsi

1) Bidang Pendapatan buka form cetak penagihan pajak terhutang

2) Bidang Pendapatan input data penagihanpajak terhutang

3) Bidang Pendapatan klik tombol cari untuk memilih data SSPD

4) Bidang Pendapatan klik tombol cetak untuk mencetak penagihan pajak
terhutang

5) Klik tombol batal jika Bidang Pendapatan ingin membatalkan cetak
penagihan pajak terhutang

6) Dan jika Bidang Pendapatan ingin keluar dari form cetak penagihan

pajak terhutang klik tombol keluar

80




Use Case ¢ Cetak Laporan Realisasi

Actor : Bidang Pendapatan

Deskripsi

1)  Bidang Pendapatan buka form cetak laporun realisasi

2) Bidang Pendapatan pilih periode cetak laporan realisasi

3) Bidang Pendapatan klik tombol cetak untuk mencetak laporan realisasi

4) Dan jika Bidang Pendapatan ingin keluar dari form cetak laporan

realisasi klik tombol keluar

Use Case : Cetak Laporan Piutang
Actor : Bidang Pendapatan
Deskripsi

1) Bidang Pendapatan buka form cetak laporan piutang
2) Bidang Pendapatan pilih periode cetak laporan piutang
3) Bidang Pendapatan klik tombol cetak untuk mencetak laporan piutang

4) Dan jika Bidang Pendapatan ingin keluar dari form cetak laporan
piutang klik tombol keluar

Use Case : Cetak Laporan Pajak
Actor : Bidang Pendapatan
Deskripsi

1) Bidang Pendapatan buka form cetak laporan pajak

2) Bidang Pendapatan pilih periode cetak laporan pajak
3) Bidang Pendapatan klik tombol cetak untuk mencetak laporan pajak
4)

Dan jika Bidang Pendapatan ingin keluar dari form cetak laporan pajak
klik tombol keluar

4.10 Rancangan Basis Data

Untuk bisa sampai pada sebuah organisasi data yang benar — benar
sesuai dengan batasan definisi dari basis data, maka berikut ini akan dijelaskan
langkah — langkah yang dilakukan dalam rancangan basis data.
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4.10.1 Entity Relationship Diagram (ERD)
Entity Relationship Diagram memodclkan data apa yang ada, tujuan
utama dari penggambaran ERD adalah menunjukkan object data (cntitas) dan

hubungannya (relationship) terhadap entitas yang ada schingga dapat dihasilkan
Jfile - file yang akan dibentuk, gambar ERD dapat dilihat di bawah ini :

JENIS PAJAK 1
ks P Y
KodePajok |
JenisPajak 5
P
i
< AoA S
R NoSPTPD
| e
- Pah
L e i
1 o M ’ 5 1 - /\\'\ ur
WAJIBPAJAK |~ <DAFTAR> —I NPWPD | — <KELUAR> - - |  SPTPD
:_-.._..__ iy | \\\,"’/ | \‘\ |
NamaWP NoliPWPD NoNPWD NoSETPD A
AlamatWP NamaPerysh /." ™,
Namallsaha NamaPemdk -
< CETAK
Aamatsaha Alamat NoNPYWPD
NoSKPD N
1 |
| PAAK | ..J\umu>- {  ssPD L TERMAS--|  SKPD
i_T?RHUf&!‘K; i \\\/ ! ‘\“./// { |
- e — o ———
?gem mﬁﬂ TgiSSPD NoSKPD MassBerboky |
A’:‘T JmiSene Ketetapan
erhutang {H-QSSE% ——— 1 Jumish | ,\\
st SPTB < BUAT >
- - NoSPTB <
Gambar 4.12

Entity Relationship Diagram (ERD)

82



4.10.2 Transformasi ERD ke LRS (Logical Record Structure)

Adapun bentuk transformasi ERD ke LRS dapat dilibat pada gambar di
bawah ini :

D e |
! | o |
| | JENISPAJAK | Nomna |
| | |
| ‘ n \
L___.T’l'_ _____ J
r——1" """ |
| ,.--/ KodePajok |
[ < ADA > NoliPWD |
E * o Total ' ____________
T . NSIPD |
[ [ MastPapk |
S | Fo————————T———— | MmO Toeak
| | !,,. | " boseIPD ObjekPajok
) A R et
% ¥ |
| | WANBPAIK | ') | <DAFTAR)- newpp | llfmum/\;- “I 0 ||
| | DA | | | S o I I \/ | SR |
| Kodewp I 1 KedewP HoNPWD | FEmsrmama e e
| Nomawp | | deeweo NamaPensh r W L
| m I mﬂ | | //C;EFNE\ I
| Mamatissha | ¥EEmssmsasEme e I | '\\ / I
________ | \_\I// :
T B | 1|
[ s [ m—— i |
| PENAGHAN | | /\| q( : I} |
: PAJAK ’— —(DAPAT >-|— | SSPD —\r\mm l L
pmise N Tl meee | e
| MoSSPD || MessED i T P
NoPPT NoPPT | i | J
| i : L""I:::::::::::’_ _______
[ Bioiaes. SN R ey 1T " VNG AL |
I TYiSPTB D e |
e SPTB \\BUA |
| 1 e\
| N i 1
Gambar 4.13

Transformasi ERD ke LRS
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4.10.3 Logical Record Structure
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Gambar 4.14
Logical Record Structure (LRS)
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4.10.4 Relasi
1) Tabel Wajib Pajak

KodeWPp

Namawp

AlamatWPp

NamaUsuaha

e s T ———— ey

AlamatUsaha

PK

Relasi Wajib Pajak

2) Tabel Jenis Pajak

Tabel 4.1

KodePajak

JenisPajak

Nominal

PK

3) Tabel SPTPD

4)

Tabel 4.2

Relasi Jenis Pajak

NoSPTD MasaPajak ThnPajak ObjekPajak | NoNWPD
PK FK

Tabel 4.3

Relasi SPTPD

Tabel NPWPD
NoNPWD | NamaPerush NamaPemilik Alamat KodeWP
PK FK

Tabel 4.4

Relasi NPWPD
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5) Tabel SKPD

NoSKPD | MasaBerlaku | Ketetapan Jumlah NoSPTPD
PK K
Tabel 4.5
Relasi SKPD
6) Tabel SPTB
NoSPTB TgISPTB KetSurat NoSKPD
PK FK
Tabel 4.6
Relasi SPTB
7) Tabel SSPD
NoSSPD TelSSPD JmlSetor NoSKPD
PK FK
Tabel 4.7
Relasi SSPD
8) Tabel Penagihan Pajak Terhutang
[ NoPPT TglPPT JmiTerhutang | NOSSPD
PK FK
Tabel 4.8

Relasi Pajak Penagihan Terhutang
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9) Tabcel Ada

4.10.5 Spesifikasi Basis Data

NoNPWPD KodePajak Total
FK IFK
PK
Tabel 4.9
Relasi Ada

a. Nama File : Wajib Pajak
Media : Harddisk
Isi : Data wajib pajak
Organisasi : Index Sequential
Primary Key : KodeWpP
Panjang Record : 115 byte
Jumlah Record  : 700 record
Struktur :
No | Nama Field Jenis | Lebar | Desimal Keterangan
1. | KodeWP Text 5 - Kode wajib pajak
2. | NamaWP Text 30 - Nama wajib pajak
3. | AlamatWP Text 30 - Alamat
4. | NamaUsaha Text 20 - Nama Usaha
5. | AlamatUsaha Text 30 - Alamat Usaha
Tabel 4.10

Tabel Spesifikasi Basis Data Wajib Pajak
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b. Nama File

: Jenis Pajak

Media : Harddisk

Isi : Data Jenis Pajak

Orgunisasi : Index Sequential

Primary Key : KodePajak

Panjang Record : 41 byte

Jumlah Record : 35 record

Struktur
No. | Nama Field |  Jenis Lebar | Desimal Keterangan
I. | KodePajak | Text 4 - Kode Pajak
2. | JenisPajak Text 30 - Jenis Pajak

Nominal Currency 7 - Nominal
Tabel 4.11

Tabel Spesifikasi Basis Data Jenis Pajak

c. Nama File
Media
Isi
Organisasi
Primary Key
Panjang Record
Jumlah Record
Struktur

: SPTPD

: Harddisk

: Berisi data pemberitahuan pajak daerah
: Index Sequential

: NoSPTPD

: 44 byte

: 6000 record
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No. — Jenis Lebar | Desimal Keterangan
Ficld
. | NoSPTPD | Text 5 - Nomor SPTPD
2. | MasaPajak | Date/Time | 10 - Masa Pajak
3. | ThnPajak Text 4 - Tahun Pajak
4. | ObjekPajnk Text 20 - Objck Pajak
S | NoNPWPD Text 5 - No NPWPD
Tabel 4.12
Tabel Spesifikasi Basis Data SPTPD
d. Nama File : NPWPD
Media : Harddisk
Isi : Data nomor pokok wajib pajak
Organisasi : Index Sequential
Primary Key : NoNPWPD
Panjang Record : 80 byte
Jumlah Record : 20 record
Struktur
No. | Nama Field Jenis Lebar | Desimal Keterangan
1. | NoNPWPD Text 5 - Nomor NPWPD
2. | NamaPerush | Date/Time | 20 - Nama Perusahaan
3. | NamaPemilik Text 20 - Nama Pemilik
4. | Alamat Text 30 - Alamat
5. | KodeWP Tex 5 . Kode Wajib Pajak
Tabel 4.13

Tabel Spesifikasi Basis Data NPWPD
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Nama File : SKPD
Media : Harddisk
Isi : Data Ketetapan pajuk dacrah
Organisasi . Index Sequential
Primary Key : NoSKPD
Panjang Record : 57 byle
Jumlah Record : 6000 record
Struktur
No. | Nama Field Jenis Lebar | Desimal |  Keterangan
1. | NoSKPD Text - Nomor SKPD
2. |MasaBerlaku | Date/Time - Masa Berlaku
3. |Keletapan Text - Ketetapan
4. |Jumlah Currency “ Jumlah
5. |NoSPTPD Text - | NoNPWPD
Tabel 4.14

Tabel Spesifikasi Basis Data SKPD

Nama File : SPTB

Media : Harddisk

Isi

Organisasi : Index Sequential
Primary Key : NoSPTB
Panjang Record : 50 byte

Jumlah Record : 1200 record
Struktur

90
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No. | Nama Field Jenis Lebar | Desimal Keterangan
1. NoSPTB Text ] “ No SPTD
2 TglSPTB Date/Time | 10 - Tanggal SPTB
3. KetSurat Text 30 - Kel Surat
4 NoSKPD Text 5 - No SKPD
Tabel 4.15
Tabel Spesifikasi Basis Data SPTB
g. Nama File : SSPD
Media : Harddisk
Isi : Data Surat setoran pajak daerah
Organisasi : Index Sequential
Primary Key : NoSSPD
Panjang Record : 87 byte
Jumlah Record : 6000 record
Struktur
No. Nama Jenis Lebar | Desimal | Keterangan
Field
1. | NoSSPD Text 5 - Nomor SSPD
2. | TgISSPD Date/Time 10 - Tanggal SSPD
3. | JmiSetor Currency 7 - Jumlah Setor
4, | NoSKPD Text 3 - Nomor SKPD
Tabel 4.16

Tabel Spesifikasi Basis Data SSPD
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h.

Nama I'ile

: Penagiban Pajak Terhutang

Medin : Harddisk
Isi : Data penagihan pajak terhutang wajib pajak
Orgunisasi : Index Sequential
Primary Key : NoPPT
Panjang Record  : 27 byte
Jumlah Record  : 1800 record
Struktur
No. | Nama Field Jenis Lebar | Desimal | Keterangan
1. | NoPPT Text 5 - Nomor PPT
2. | TgIPPT Date/Time | 10 - Tanggal PPT
3. | JmiTerhutang | Currency 7 - Jml
4. | NoSSPD Text 5 - Terhutang
Nomor SSPD
Tabel 4.17

Tabel Spesifikasi Basis Data Penagihan Pajak Terhutang

Nama File
Media

Isi

Organisasi
Primary Key
Panjang Record
Jumlah Record
Struktur

: Ada

: Harddisk
: Detail data SPTPD
: Index Sequential
: KodePajak, NoSPTPD
: 22 byte

: 30000 record
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e s, i

Nama Ficld

KodePajak
NoNPWPD

Total

S —

Jenis Lebar

et PSS —

Text 5
Date/Time | 10
Currency 7

| Kode Pajak

Keterangan

No NPWPD

Total

e e ;i tn e e —

Tabel 4.18

Tabel Spesifikasi Basis Data Ada

4.10.6 Rancangan Antar Muka

a.

2)

Rancangan Keluaran

Adapun Rancangan Keluaran yang dihasilkan pada Rancang Bangun

Aplikasi Dekstop Sistem Penggajian yang dirancang adalah scbagai berikut :

1) Nama keluaran

Fungsi

Media
Rangkap
Distribusi
Frekuensi
Volume
Format

Keterangan

Nama keluaran

Fungsi

Media
Rangkap

Distribusi

NPWPD

Digunakan sebagai surat perjanjian kontrak antara
kedua belah pihak

Kertas

2 (dua)

Wajib Pajak, Arsip

Setiap adanya pendafiaran wajib pajak baru
10/bulan

C-1

Berisi nomor pokok wajib pajak

SKPD

Digunakan secbagai dokumen ketetapan pajak
daerah

Kertas

2 (dua)

Wajib Pajak, Arsip
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3)

4)

3)

Frekuensi

Volume
Format

Keterangan

Nama keluaran

Fungsi

Media
Rangkap
Distribusi

Frekuensi

Volume
Format

Keterangan

Nama keluaran
Fungsi

Media
Rangkap
Distribusi
Frekuensi
Volume
Format

Keterangan

Nama keluaran

Fungsi

Sctinp adanya wajib pajuk yang akan meclakukan
pendaflaran pajak

100/bulan

C-2

Berisi informasi ketetapan pajak dacrah

SPTB

Digunakan scbagai dokumen penertiban  tidak
bayar

Kertas

2 (dua)

Wajib Pajak, Arsip

Setiap adanya wajib pajak yang tidak melakukan
pembayaran

20/bulan

C-3

Berisi informasi surat penertiban tidak bayar

SSPD

Digunakan sebagai dokumen setoran pajak daerah
Kertas

2 (dua)

Wajib Pajak, Arsip

Setiap adanya wajib pajak yang melakukan setoran
100/bulan

C-4

Berisi informasi spesifikasi inventaris data barang
Penagihan Pajak Terhutang

Digunakan secbagai dokumen penagihan pajak

terhutang
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0)

7)

Media
Rangkap
Distribusi

Frekuensi

Volume
Format

Keterangan

Nama keluaran

Fungsi

Media
Rangkap
Distribusi

Frekuensi
Volume
Format

Keterangan

Nama keluaran

Fungsi

Media
Rangkap
Distribusi

Frekuensi
Volume

Format

Kertas

2 (dua)

Wajib Pajak, Arsip

Sctiap adanya tunggakan pembayaran wajib pajak
yang tclah melewati batas waktu

30/bulan

C-5

Berisi informasi penagihan pajak terhutang

Laporan Realisasi

Digunakan sebagai laporan pertanggung jawaban
atas pendapatan pajak dacrah

Kertas

2 (dua)

Kepala  Dinas, Bidang  Akuntansi  dan
Perbendaharaan

Setiap akhir tahun

1/tahun

C-6

Berisi informasi realisasi pajak daerah

Laporan Piutang

Digunakan sebagai laporan pertanggung jawaban
atas piutang pendapatan pajak daerah

Kertas

2 (dua)

Kepala  Dinas, Bidang Akuntansi dan
Perbendaharaan

Setiap akhir tahun

1/tahun

C-17
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8)

Keterangan

Nama keluaran

Fungsi

Media
Rangkap

Distribusi

Frekuensi
Volume
Format

Keterangan

b. Rancangan Masukan

D

2)

Nama masukan
Sumber

Fungsi

Media
Rangkap
Frekuensi
Volume
Format

Keterangan

Nama masukan
Sumber

Fungsi

Berisi informasi data piutang wajib pajak

Laporan Pajak

Digunakan sebagai laporan pertanggung jawaban
pajak dacrah

Kertas

2 (dua)

Kepala Dinas, Bidang  Akuntansi  dan
Perbendaharaan

Setiap akhir tahun

1/tahun

C-8

Berisi informasi data pajak daerah dalam periode

tertentu

Data Wajib Pajak

Wajib Pajak

Sebagai masukan untuk menginput data wajib
pajak

Kertas

1 (satu)

Setiap akan melakukan pendataan wajib pajak baru
10/bulan

D-1

Berisi kode wajib pajak, nama wajib pajak, nama

usaha, alamat usaha

Data Jenis Pajak
Kepala Dinas

Sebagai masukan untuk menginput data jenis pajak
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3)

4)

Mcdia
Rangkap
Frekuensi
Volume
Format

Keterangan

Nama masukan
Sumber

Fungsi

Media
Rangkap
Frekuensi

Volume
Format

Keterangan

Nama masukan
Sumber

Fungsi

Media
Rangkap

Frekuensi

Volume
Format

Keterangan

Kertas

| (satu)

Sctiap akan melakukan pendataan jenis pajak baru
1/tahun

D-2

Berisi spesifikasi data jenis pajak

SPTPD

Wajib Pajak

Scbagai masukan untuk menginput data SPTPD
Kertas

1 (satu)

Setiap adanya wajib pajak baru yang melakukan
pendaftaran

1/tahun

D-3

Berisi spesifikasi data jenis pajak

Data NPWPD

Wajib Pajak

Sebagai masukan untuk menginput data NPWPD
Kertas

1 (satu)

Setiap adanya wajib pajak baru yang melakukan
pendaftaran baru

10/Bulan

D-4

Berisi data Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
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3)

6)

7

Nama masukan
Sumber

Fungsi

Media
Rangkap

I'rekuensi

Volume
Format

Keterangan

Nama masukan
Sumber

Fungsi

Media
Rangkap
Frekuensi

Volume
Format

Keterangan

Nama masukan
Sumber

Fungsi

Media
Rangkap

Frekuensi

Volume

Format

Data SKPD

Bidang Pendapatan

Scbagai masukan untuk menginput data SKPD
Kertas

1 (satu)

Setiap adanya wajib pajuk baru yang melakukan
pendafaran

100/Bulan

D-5

Berisi informasi data SKPD

Data SPTB

Bidang Pendapatan

Sebagai masukan untuk menginput data SPTB
Kertas

1 (satu)

Setiap adanya wajib pajak baru yang tidak
melakukan pembayaran pajak

20/Bulan

D-6

Berisi informasi data SPTB

Data SSPD

Bidang Pendapatan

Sebagai masukan untuk menginput data SSPD
Kertas

1 (satu)

Setiap adanya wajib pajak baru yang melakukan
pembayaran pajak

100/Bulan

D-7
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8)

Keterangan

Nama masukan
Sumber

Fungsi

Media
Rangkap

Frekuensi

Volume
Format

Keterangan

Berisi informasi data SSPD

Dala Penagihan Pajak Terhutang

Bidang Pendapatan

Sebagai masukan untuk menginput data penagihan
pajak terhutang

Kertas

I (satu)

Setiap adanya wajib pajak baru yang mempunyai
pajak terhutang

30/Bulan

D-8

Berisi informasi data penagihan pajak terhutang
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4.10.7 Rancangan Dialog Layar

a. Struktur Tampilan

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA DINAS PPKD KABUPATEN
BANGKA TENGAH

s
|

|
|

MASTER TRANSAKS| |

-llcmak NPWPD

..{Enlry SPTPD

—' Data Wa]lb Pa]ak I

f
‘ = —

f——

—Cetak SKPD

| Data Jenis Pajak i

|

-—lCetak SSPD

sl
|

= _q['Cetak SF'TB

Ecgrak F"enagihan Pajak :
- 1Terhuiang |

Gambar 4.15

Struktur Tampilan

100

! Laporan Realisasi -;

_l Laporan Piutang |
|
1

|
| Laporan Pajak
|



b. Menu Ulama

SISTEM INFORMAS| MANAJEMEN PENDAPATAN ASLI DAERAH
MASTER TRANSAKS! LAPORAN KELUAR

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA
DINAS DPPKAD KABUPATEN BANGKA TENGAH

N —

Gambar 4.16
Rancangan Layar Menu Utama




. Mecnu Master

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDAPATAN ASLI DAERAH
MASTER TRANSAKSI LAPORAN  KELUAR

Data Wajib Pajak

Data Jenis Pajak |

SISTEM INFORMAS| MANAJEMEN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA
DINAS DPPKAD KABUPATEN BANGKA TENGAH

—

Gambar 4.17

Rancangan Layar Menu Master
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d.

Data Wajib Pajak

PENDATAAN WAJIB PAJAK

EEX

INPUT DATA WAJIB PAJAK
Data Wajib Pajak
Kode Wajib Pajak [<<input>> |
Nama Wajib Pajak [ <<input>> |
Alamat [<<inpu>> |
Nama Ussha [<<input> ]
Alamat Tempat Usaha [<<input>> |
Kode WP Nama WP Alamat Nama Usaha | Alamat Usaha
Display Display Display Display Display
e 7 ) o 2
z oz Z P Vil
e — e e
| ‘ Simpan | [ Ubah | | Hapus | | Bami Keluar
|
Gambar 4.18

Rancangan Layar Data Wajib Pajak
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e. DataJenis Pajak

PENDATAAN JENIS PAJAK

INPUT DATA JENIS PAJAK
Data Jenls Pajak

Kode Jenis Pajak [qéiﬁbati;'{: T
Jenis Pajak |<cinpue> |
Nominal [<<inpue> |

Kode Jenis Pajak Jenis Pajak Nominal
Display Display Display
T — 7 T
pra— e Z

Simpan ubah | [ Hapus | [ Baal || Keluar |
Gambar 4.19

Rancangan Layar Data Jenis Pajak
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. Menu Transaksi

SISTEM INFORMAS| MANAJEMEN PENDAPATAN ASLI DAERAH

SISTEM INFORMAS| MANAJEMEN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA
DINAS DPPKAD KABUPATEN BANGKA TENGAH

—————

Gambar 4.20

Rancangan layar Menu Transaksi
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g. Cectlak NPWPD

FORM CETAK NPWPD

CETAK NPWPD

B

Bk SR Perusahaan | <<input>> ?
No. NPWPD |<<|r|.pu1>> ' Neme Een "_.:.:‘E_p:m::.:____:.‘.
=== NamaPemilk |<Sysdaw>> |
Alamat ::inhp.;li’_{;___ ]
Data Wajib Pajak Data Jenis Pajak
Kode Waijib Pajak | <<piin>> T .__ﬁ
" SR Kode Jenis Pajak | <<Piiih>>
Nama Wajib Pajak | <<Display>> ] T
I Jenis Pajak | <<Display>> N
[ <<Displa ——
Nama Usaha _ iﬁt_sgﬁ_‘l Nomina! [<<Dipay>> |
«<_<_|EJ lay=>> :
Alamat Usaha | <<Display>> | e
Kode Jenis Pajak Jenis Pajak Nominal i
Display Display Display
Batal
S - < [ Bawal |
— - - Keluar
TOTAL  [<<Display> |
e o = — ]
Gambar 4.21

Rancangan Layar Cetak NPWPD
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h.  Entry SPTPD

ENTRY SPTPD

ENTRY SPTPD
No. SPTPD 'T_m'm'p' g _ 1
Masa Pajak | <<inpu>>
Tahun Pajak <<anpup>
Objek Pajak <>

Data NPWPD

m‘ ; .. sl . TOBI Seth <tDﬁplay):»

Nama Perusahaan <<Oeplay>> Nama Wajb Pajak  <<Dwsplay>>

Nama Pemilik  <Deplay>> _

Alamat <<Dusplay» >

L Siapn ((Bawl | [ Koluar ] I

I

Giambar 4.22

Rancangan Layar Entry SPTPD
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Cetak SKPD

CETAK SKPD

No SKPD |-<<|nm, . I

Masa Berlaku | <<Sysdote>> |

CETAK SKPD

Ketetapan §'€<mpu:;§. T Tahun Pajak [ <<Disploy>>
sisn |.§‘"I“.’”-‘.f'."_ | Objek Pajak [ <<Display>> |
Data NPWPD
Nomor NPWPD :<¢D|-splay)> |

Nama Perusahaan {'él:'p,spc-' ay>> |

No.SPTPD  [<<pPiih>> |

MasoPojak <y |

Nama Pemilik [<<Display>> |

) (o)

Gambar 4.23

Rancangan Layar Cetak SKPD
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Cetak SSPD

CETAK 851D

CETAK SSPD

Nomor SSPD 5“'"}:1:; ——— ]

Tanggal SSPD i'-*sysdalo:w _ |

Jumlah Setor | <<input>> |

Data SKPD
Nomor SKPD [<cpus | (] NPWPD  [cowior
Masa Berlaku | <<Display>> | Nama Perushaan| <<Display>> |
Ketetapan | <<Display>> | Nama Pemilik | <<Display>> |
[ Simpan | ( Cetak | [ Baml | [ Kehar |
Gambar 4.24
Rancangan Layar Cetak SSPD
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k.

Cetak SPTB

CETAK SPTB

CETAK SPTB
Nomor SPTB | é-:’lﬁ;;n_:-; ' ]
Tanggal SPTB [ <<Sysdate>> ]
Keterangan [<<inpu>> ]
Data SKPD
Nomor SKPD  |<<Pilib>> | ———
e NPWPD |<<Display>> |
Masa Berlaku | <<Display>> | .
——— haan | <<Display>> |
Ketetapan | <<Dispiay>> Hel helrepan LSS TR
g e itik <<Display>> |
it |3'_3i spioy>> I Nama Pemili i S
(_Simpan | [ Cetak | ( Baml | [ Keluar |

Gambar 4.25
Rancangan Layar SPTB
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I Cetak Penagihan Pajak Terhutang

CETAK PENAGIHAN PAJAK TERHUTANG

CETAK PENAGIHAN PAJAK
TERHUTANG
Nomor PPT } <<Input>> ,
Tanggal PPT ,5_-“5?550'0’_’ -_ f
Jumlah Terhutang [ <<input>> |
Data SSPD
Nomor SSPD  [<<Pith>> | Nomor SKPD o
Tanggal SSPD [ <<Display>> | Masa Berlaku | <<Dispay>> |
Jumlah Setor [ <<Disploy> ] NPWPD |<<Display>>
Nama Perusahaan | ;‘a@f;ji i
' [ Simpan | [ Cetak | ( Batal | [ Kelar |

Gambar 4.26
Rancangan Layar Cetak Penagihan Pajak Terhutang
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m. Menu Laporan

SISTEM INFORMAS! MANAJEMEN PENDAPATAN PAJAK ASLI DAERAH
MASTER  TRANSAKS! LAPORAN KELUAR

. Laporan Realisasi r
| Laporan Pitang |
| loponPaak |

g

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA
DINAS DPPKAD KABUPATEN BANGKA TENGAH

T WS —

Gambar 4.27

Rancangan Layar Menu Laporan

112



n.

Cetak Laporan Realisasi

LAPORAN REALISAS|

CETAK LAPORAN REALISASI

Periode

[ KELUAR

Gambar 4.28
Rancangan Layar Cetak Laporan Realisasi
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0. Cetak Laporan Realisasi

LAPORAN PIUTANG

CETAK LAPORAN PIUTANG

Periode

KELUAR

Gambar 4.29
Rancangan Layar Cetak Laporan Piutang
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Cetak Laporan Pajak

LAPORAN REALISAS]

CETAK LAPORAN PAJAK

Periode

Gambar 4.30
Rancangan Layar Cetak Laporan Pajak
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4.108 Sequence Diagram

1) Sequence Diagram Entry Data Wajib Pajak

L @ @ & @

Fondepan  ~CMOMUMDG L FENhOalaWaRPask  CUENMYWORESOK - Waibe ok

Open()
|| open()
¥ | 1
|
!
nput data Wajid Pajak()
L ' 3'|'"hpul Data Waijib Pajak()
| [ 11
| |
] Simpan()
I I :"I | Simpan()
| | :3'; | Simpan()
| Display Datap H L)
i< ' :
|l
Usah()
i > Ubah{)
| o o
| Oisplay DataQ | 1
< I y
] 0
[ g 2 21 Hapus()
|~ ) |
| Kosong() | ! ’
| e
' Batal()
1 1 > Batal()
\. L
1 Batal() !
| _— |
Kel
i ol > Keluar()
Keluar() !
oo e
1
Gambar 4.31

Sequence Diagram Entry Wajib Pajak

116



2) Scquence Diagram Entry Data Jenis Pajak

]

a " L -
. &9 () ()

-

~Bidang -
EMMn -mmmmm. ~EEntoyJonisPalak  : CloEntryJenisPajak . JenisPajok

_y

\

) l

Input data Jonis Pajak()

| =hput Data Jonis Paluo
|
(]
. Slm &
1 Simpan()
| l > Simpan()
o feiey Delag ‘ 1
< !
|
Ubah(
=== > Ubah(
| S
: | f“’““'“ L
| = |
1 |
[ Hapus()
I ' } ~ HepusQ
| | |
.1{ =
Batal()
T S | Batal(
; |
i Bersih() -
b ]
| |
l- Keluar()
- 5 ~ Keluar()
| ' 1
: | KM ]
[ < !
|
Gambar 4.32

Sequence Diagram Entry Data Jenis Pajak
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3) Sequence Dingram Cetak NPWPD

@ Q@ @ & @ @& &
c‘;,mm Do, _ f) feruiiama s ICetaowig ~SUICotab NP WP D ‘Wﬂ} e _Yimdf miak | Jerasf ek
Open()
~ Oper)
| -
e Date NPWILY
*inpul Data NOWP DY
| -
Can KodeWr()
> ' Can KodeWp()
| > Get Washt syab )
om,.n-uwnn 'y
L
Can KodePajah ()
Loop ¢ > Canl KodeP k()
i = Gt Jerws P agai ()
-~
Show Data JorssP sjak
) l{
|| |
! Tambahy)
> Tambah()
Ei't:ﬂw Tty
| 3
|
Simpan)
> Gimpan()
> Bimpan SPTP D)
: >
| >
| ' :
| |
i |
' Cetak(
i - Cetak()y
(| st
(! View NPWPDX) .
I e :
: > Bals
| =5
| Bataty i
<
Ketuar)
> KeluarD o
Ketar) !
<
| ; |
11 )
Gambar 4.33

Sequence Diagram Cetak NPWPD
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4) Sequence Diagram Entry SPTPD

HD -@ @ © @ & @@

Emum ~DMendhams ELoMSPIR . Qutngeirn LD w0 WORS A% _pmPam
Opang
- Opery)
>
Feut Data SPTPOD
)lwm.!il"lpm
Cant NoHPWPY
> Can NoNPWIDY)
I 3": Gt NWPDX)
[l H Gt WabP ()|
i! ' Gethds) 7
. [ Got Jores Payak ) i §
| | \ s
i Show Datag
<
Simpany)
> Simpan()
> Swmpang
| ' }.-.
Cdﬂ:o
> Cetak(
>
N L
|
Viow HPWPO()
==
Bata)
> Baalg
[ ==
| Bata)
le=—
Keluar()
. > Kehar
}I
Kehar()
< ]
I
Gambar 4.34

Sequence Diagram Entry SPTPD
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5) Sequence Diagram Cetak SKPD

D9 ©® 8O O DO

B _{Mevidams : S -
o ~JCRMENTD . QrCetmSARY _GAPD _MWPD _SPTPD _YestOus _ A0 L rnfae,
Cypany)
. Opey)
Iyut Ot GRPOY)
memmm*‘m
Cart BoNPWPDY)
> Can NoNPWPD)
! > CelNWAT)
i , Gel SPIPOR} :
/ Gt WoytPrym() |
| | : >
Gat Adx()
>
Gat Joris Paan() i
-~
' Show Data NPWPD()
(.
Sampan()
o e > Sampang
> Simpan(
)-:.
Cotak ()
| Z1 Cetakp
|} }
Viow SKPD)
|
Baty
. —>  Bad)
1 ]
jresg ¥
| =—3
Kekuar()
- > Ko
| :':I
Gambar 4.35
Sequence Diagram Cetak SKPD
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6) Sequence Diagram Cetak SSPD

O @ & ¢ D@ ¢ DO e @

m.xm ~TOMaSSPD  _cmongapp Jmmmmmrmm
Open()
> CPen()
K| :‘_r
vt Data 5510y o Sp—
| |
E
Can NoSXPDY)
y > | Canl NaSKPOY)
I > Cel SKPD)
4 | Get NWPDQ .
[ —
I i Get JorusPa() "
I ' Get SPTPD) .l
| '
| Bhow Datag)
(1 I_": ]
| L
Sempan()
. > Sumpan(
> Sumpan()
|
I 8]
Cotak ()
i | >I|i M >
a. C
| ViewSSPOY)
| e—
Balw()
. o batag
}_
| Batal) :
| <
Kehar) >
>
| Keduar)
| p—1
Gambar 4.36

Sequence Diagram Cetak SSPD
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7) Sequence Diagram Cetak SPTB

) | ‘“') I it " ~ N B s  ama sy i
& _...:.m @ @ @ QOee0 @ @

-1t Peragt e am,
Prrimwian ~OTreami™l  Prestrfaloors 3300 _BPG WD B R ]
Oper) . 4
1 > Oery)
=
il Ovle Permppery) -
: ™ #7d Data Peraga)
i ' ":! i
Cart Mol $P00) : ;
: B : :
? N Get B8P0 :
I . >
| °"“-’°J :
i Geopen; :
I ; T
! .i Gt ik .
I | Ot army . 5
i | 4 : A :
'! Ot W Pragun() ] M
[l  cuwmny
. : J |
. h :
trpan) :
; . o P s LR
Ii | - A ik
| ) i | &)
| : il H
| : 1) 1 :
o) .
— et Cown) i
| =
Vew Pregtar®hlmurg) -
- k -?
—?.'0 = Oetaty ;
: [ A
, : | b :
[ =
| H 1 ]
| h 3 ]
':' Wenar() : 3
o : >'\_' Ketarr) )
im T
;"‘c .

Gambar 4.37
Sequence Diagram Cetak SPTB
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8) Sequence Diagram Cek Penagihan Pajok Terhutang

1 Fans Y i L ; i i N . .
i {‘\I{} '.\ (l ‘]';""I"'Ii'r}
! &) \
Darg ey >
Pervigum b L - APty Prmmm um wm YD pe _prolwe | fepf e PP
© Cpany
- ey
. 1!
g Peragiany)
Can s SPOY)
1 > Cam ety
E Get £35TY) _
I Get By ¢
: G ARy _
f Ot A}
Gl v o) 1
: »
all'"!.fﬂ) =
. G 5P TPO) )
. Eow D)
B
g b e
Sampary)
View PragrarPalaug) || A
s
ST
: | Bacal) ¥
: L
" > Keka() :
[ = —
| K}
I< :
Gambar 4.38

Sequence Diagram Cetak Penagihan Pajak Terhutang
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9) Sequence Diagram Cetak Laporan Realisas;

' 1(\ i(‘) {"_) \:,(.“i(){;;[){j(;}

~fatag St Marganamy
Perioetan L0l O ans YO ST WO D SHD A enpes
i Openg
i > Cpend
H i >
Ph Pesodieg)
> Pilh Penage))
i >
Cetangy
2 Comy
it > Get WatPa
il |: + >
I Got SPIPOY
(| >
Get NPWPDY)
>y
Get SXPDY L
| >
| Get SSPDQ
i >
Get Adx) .
>
| Get Jeris Pajak)
l . >
vﬁm
s
Kehar()
. i 2| Kekar)
I gl
| ::M T
{ I
Gambar 4.39

Sequence Diagram Cetak Laporan Realisasi
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10) Sequence Diagram Cetak Laporan Piutang

OO0 © 0 o 26

- - - - o “L_ -
SPTD MWD 800 LU0 _fvmnfhiters AN _dmPss

> ooy
_ >
: > P Penogy) -
, ! >,
Caeag)
! N Cewp ;
> Ont WatPuakg)
1 >
|1 \ Get SPWYY) .
I | -l
Gt PP :
3 v > :
Gt Sy y .
; ! i
H L GassPoy ; :
(| | .. : S
e ! >
> Gel JrsPapk() :
: : : >
lie :
e TN
— B }‘\I M
|.- )
l ||Kﬁ.llﬂ B
|<
Gambar 4.40

Sequence Diagram Cetak Laporan Piutang

125



11) Sequence Diagram Cetak Laporan Pajuk

00 0 0eeeace @ @
e RO ORMC et T o NP0 7D D 2D Peams ~

AN WD _WPD LD 6P Prearrfalttig L nPas

~¥.

Gambar 4.41
Sequence Diagram Cetak Laporan Pajak
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4.10.9 Class Diagram

 JenisPajak
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Gambar 4.42
Entity Class Diagram
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